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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR > TANUN 2n1a

TENTANG

ORGAMISAS] DAN TATA KERJA
DINAS BANGUNAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,
bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang OCrganisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang didalamnya mengatur
pembentukan Dinas Bangunan,maka sesuai ketentuan Pasal g8
perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam prganisasi dan tata
kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungs: sena

uraian tugas;

bahwa atas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, susunan organisasi dan tata kerja Dinas

Bangunan tersebut periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
Undang-Undang Momar 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republic
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5232);



e —

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Megara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014

Momaor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 5494},

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5232);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4437);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintanhan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomar 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor & Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor B8);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomaor 8);



MEMUTUSKAN

Menstapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS BANGUNAN KABUPATEN BEKASL

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

s
2,
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Dasrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Sekretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi,
Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana
operasional sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kera satu atau

beberapa kecamatan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang dibern
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.



BAB Il
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalarm menyelenggarakan pelaksanaan tugas Dinas mempunyal kewenangan:

4 Bangunan
1. Pengaturan
a.  Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenal bangunan geaung

dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria
| nasional,

Penetapan program mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
Pengusulan penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten,

Pendataan bangunan gedung.

L
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Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung

adat semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun
di lokasi bencana.

2. Pembinaan
a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung

dan lingkungan.
3. Pembangunan
- a.  Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis
| pemberdayaan masyarakat.
b Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
yang menjadi aset pemerintah kabupaten.
I c Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan 1
dilestarikan yang berskala lokal.
4. Pengawasan
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung
dan lingkungannya.
b, Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan

pembongkaran bangunan gedung.




¢  Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan
lingkungan yang dilindungi dan dilestankan yang berskala lokal.

B Jasa Konstruksi

1. Pengaturan
a  Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah

ditetapkan.

2. Pemberdayaan
a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah

kabupaten .
b. Penelitian dan pengembangan jasa Kkonstruksi dalam wilayah

kabupaten.

c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat
kabupaten.

d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayan
Kabupaten .

. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam
wilayah kabupaten.

3. Pengawasan
. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten.
b. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya  tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintan  Kabupaten di  bidang
penyelenggaraan bangunan gedung.

{2) Dinas dipimpin oleh secrang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang bangunan

gedung.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini,

Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang bangunan gedung;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang
bangunan gedung;

¢. pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang bangunan gedung;

d. penyelenggaraan administrasi kesekretarnatan;

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ftugas dan

fungsinya.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

a.  Pimpinan;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian;

¢c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi-Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

]
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(2)

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Dinas terdin dari |
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Perencanaan.
2)  Subbagian Keuangan.
2y Subbagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Bangunan Negara, membawahkan:
1)  Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur.
2] Seksi Pembangunan.
3) Seksi Perawatan Bangunan Negara
d. Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
1)  Seksi Pengukuran dan Penelitian.
2}  Seksi Penataan Bangunan Umum.
3) Seksi Bina Jasa Konsfruksi,
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
1)  Seksi Pengawasan Kelaikan
2} Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa.
3) Seksi Penertiban Bangunan.
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Organisasi Dinas sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupten
Bekasi Nomor B Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.




Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembaniuan pada bidang penyelenggaraan bangunan

(2]

gedung.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut |

a,

menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas
Bangunan;

menyelenggarakan penyiapan bahan rencana strategis dan rencana kena
Dinas Bangunan;

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sasuai
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD
Kabupaten,

menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD
ima tahunan dinas sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan
Bupati ;

menyelenggarakan penghimpunan dan pengumpulan bahan rencana
strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Dinas Bangunan;
menyebehggarakan penghimpunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bangunan,

merumuskan kebijakan teknis bidang bangunan negard, bangunan umurm
dan jasa konstruksi, sera pengawasan dan pengendalian bangunan;

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Bangunan:

manyelenggarakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTEL).
Menyelengggarakan gambar situasi bangunan:

menyelenggarakan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan),
menyelenggarakan rekomendasi /saran teknis [jin Mendirikan Bangunan;
menyelenggarakan rekomendasi ljin Usaha Jasa Kontruks:
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aa.

bb.

ot

dd.

menyelenggarakan kartu penaggungjawab Teknis Badan Usaha;
menyelenggarakan pemeriksaan garis sepadan bangunan dan garis
sepadan jalan;

menyelenggarakan pemeriksaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk bangunan.

menyelenggarakan  pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
bangunan sesuai perencanaan teknis yang telah ditetapkan;
menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan
penataan dan pemanfaatan bangunan negara, bangunan umum dan jasa
konstruksi;

merumuskan penetapan norma standar pelayanan minimal dinas,
menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan peraturan tentang
bangunan gedundg;

menyelenggarakan sertifikasi laik fungsi bangunan;

menyelanggarakan pertelaan bangunan rusunawa, rusunarm, apartemen,
kondominium dan pusat perbelanjaan;

menyelenggarakan pemberian rekomendasi pendirian rumah susun,
apartemen, kondominium dan pusat perbelanjaan,

merumuskan bahan penetapan peraturan daerah kabupaten, meangenai
bangunan gedung mengacu pada noma, standar, prosedur dan kriteria
nasicnal,

merumuskan dan menetapkan program mengenal bangunan gedung
lingkup kabupaten.

menyelenggarakan pengusulan penetapan kelembagaan Dbangunan
gedung di kabupaten.

menyelenggarakan pendataan bangunan gedung.

menyiapkan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk
bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung
yang dibangun  di lokasi bencana.

menyelenggarakan pemberdayaan  kepada masyarakat  dalam
penyelenggaraan bangunan gedungnya.

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung.

menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan
rumah negara yang menjadi aset pemeriniah kabupaten.

merumuskan penetapan status bangunan gedung yang dilindungi dan

dilestarikan yang berskala kabupaten.

o
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menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan,  pedoman  dan standar teknis  dalam
penyelenggaraan bangunan gedungnya.

menyelenggarakan  pengawasan  dan penertiban  pembangunan,
pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

menyelenggarakan pengawasan dan penertiban pelestanian bangunan
gedung yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
menyelenggarakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

menyelenggarakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam
wilayah kabupaten yang bersangkutan

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam
wilayah kabupaten yang bersangkutan.

menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa
konstruksi di tingkat kabupaten.

menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknclogl jasa Konstruksi
dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan

menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa
konstruksi dalam wilayah kabupaten.

menyelenggarakan  pengawasan  Sesual  Kewenangannya Utk
terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekenaan konstruks
menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah

provinsi;

menyelenggarakan penghimpunan, pengolahan dan analisa cala seria
penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Dinas Bangunan:
menyelenggarakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kerja Dinas
Eangunén;

menyelenggarakan penyusunan |aporan pertanggungjawaban kegiatan
dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan ingkup Dinas Bangunan;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
Dinas Bangunan;

mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dinas
Bangunan;

menyelenggarakan program pengawasan internal di lingkungan Dinas

Bangunan,
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(2)
(3)

dad.

Lbb.

CCC,

ddd.

EEE.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada
atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan
lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan  petunjuk  kepada bawahan - agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

meniai hasil kerga bawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepads atasan.
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sekretanat

Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretanis dan mempunyal tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan Kepegawaian serta

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaparan.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

d,

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan,

perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian,

pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan:
pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

i1
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e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan,
b, Sub Bagian Keuangan,
¢ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan ugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a

b.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya.
menghimpun bahan-banhan LPPD tahunan dan LPFPD lima tahunan Dinas
Bangunan pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menghimpun bahan-pahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaar, evaluasi dan pelaporan,
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administras: umurm.
keuangan dan kepegawaian serta perencanaar, evaluasi dan pelaporan,
melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan
dokumen keuangan,

mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
kegiatan, evaluasi dan mengan alisa data serta laporan hasil kegiatan;
mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan peiaporan kepada atasan,
menyusun laporan administrasi  umum, keuangan dan kepegawaian sena
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada

atasan,
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(1)

(2)

membag tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesua: dengan ketentuan yany bertaku,
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memaonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan kaner,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas Ppokox merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, avaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan. evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi .

a, perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan |aporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Bangunan,

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Bangunan;

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan. evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Dinas Bangunan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas
sebagai berikut

merencanakan kegiatan sub bagian persncanaan, avaluasi dan pelaporan pada

Dinas;
menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (REMNJA) dari

masing-masing bidang:
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mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Dinas Bangunan pada
masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Dinas;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dar masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahuman dan LPPD lima tahunan dalam bidang
Kesehatan sebagail bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan
kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
pada Dinas Bangunan;

menyusun bahan laporan  skuntabilitas  kinerja  Dinas sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang:

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingrup Dinas dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemenntahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemeriniah desa sesual dengan
lingkup tugas Dinas Bangunan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:
memberikan sardn dan pertimbangan teknis kepada atasan:

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat beralan lancar
sesuai dengan ketentuan yang be rlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




(1)

(2)

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyali tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan

pada Dinas Bangunan
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a.  perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Bangunan;
b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Bangunan:
pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada Dinas Bangunan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagal
berikut

a.
.

-y

menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas;

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahuif disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditstapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU,

meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan 3PP Kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeni sipil ingkup Dinas;
melakukan verifikasi harian atas penenmaan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
membantu penatausahaan dan verifikasi keuangan di Lingkungan Dinas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;

menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;




(1}

(2}

menyusun catatan atas laporan keuangan;
mengevaluasi pelaksanaan tugss dan menginventarisasi permasalahan  lingkup

tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagl tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan lugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerfja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperiuan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehurmasan dan
dokumentasi, perlengkapan. perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
perkantoran,

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis seria ruang
parkantoran;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan
dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat wiis sera
reang perkantoran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a,

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran Dinas;

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;

menganalisis rencana kebutuhan perengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggelongan dan
kodifikasi barang,

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B, C, D, EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pamerintah daeran;

pendistribusian perlengkapan dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas,
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milk daerah yang berada
dalam penguasaan Dinas;

manyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah

selain tanah dan bangunan,
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melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis! Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, mambuat usulan
formasi pegawal, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
xesejahteraan pegawal, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaanfteguran disiplin pegawai, membuat Konsep usulan cuti pegawai sesuai

aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat

usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membouat dan

atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawal sesual dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Sasaran kinera
Pegawai (SKP).

mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

mengavaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesual dengan ketentuan yang berlaku;
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas bernalan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang beriaku;
menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan kaner:
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tdgas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Bangunan Megara
Pasal 17

Bidang Bangunan Negara dipimpin oleh secrang Kepala dan mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan penyelenggaraan bangunan negara yang
meliputi perencanaan teknis dan arsitektur, pembangunan serta perawatan

bangunan negara.




(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7). Bidang

Bangunan Negara mempunyai fungsi :

3. persncanaan operasional urusan penyelenggaraan bangunan negara yang
meliputi perencanaan teknis dan arsitektur, pembangunan serta perawatan
bangunan negara;

b. pengelolaan urusan penyelenggaraan bangunan negara Yang meliputi
perencanaan teknis dan arsitektur, pembangunan serta perawatan bangunan
negara:

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan bangunan
negara yang meliputi perencanaan teknis dan arsitektur, pembangunan sera

perawatan bangunan negara,
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bangunan Negara,
membawahkan

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur,

b. Seksi Pembangunan;

¢ Seksi Perawatan Bangunan Negara.

Pasal 18

Bidang Bangunan Negara dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungs:

sebagaimana Pasal 17, mempunyai uraian ugas sebagai berikut :

v
' (3)

- a
b.
c.
d.
e.
f.
g
h.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Bangunan Negara,
menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Bidang

Bangunan Megara;
menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penataan arsitekiur,

menyusun bahan perencanaan penataan dan pembangunan gedung negara.
menyelenggarakan perhitungan rencana biaya pembangunan gedung negara,
menyusun bahan pendataan bangunan gedung negara;

menyusun bahan penyelenggaraan bangunan dan arsitektur,

menyusun bahan penataan dan pembangunan gedung bangunan negara,
menyelenggarakan pembangunan gedung dan rumah negara,

menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung negara milik pemerintah

daerah yang tidak menjadi kewenangan SKPD tertentu.
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ad.

bb.

dd.

menyelenggarakan pengadaan bangunan gedung dan rumah negara,
menyelenggarakan pendataan dan program pemeliharaan bangunan dan rumah
negara;

menyusun bahan kebutuhan anggaran perawatan bangunan dan rumah negara;
menyelenggarakan perawatan dan rehabilitasi bangunan dan rumah negara.

menyelenggarakan administrasi pelaksanaan perawatan dan rehabilitasi bangunan

dan rumah negara,

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Bangunan Negara,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Bangunan Megara

menyusun partanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Bangunan Negara,
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Bangunan Negara;

mempelajan, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan katentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Bangunan MNegara;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Bangunan
Negara:

mamberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari atternatif pemecahannya

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karier

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




(1)

(2}

Pasal 13

Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengeontrol penyelenggaraan Urusan
perencanaan teknis dan arsitektur,
Untuk melaksanakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perencanaan Teknis dan Arsitektur, mempunyai fungsi .

perencanaan kegiatan urusan perencanaan teknis dan arsitektur;

a

b. pelaksanaan urusan perencanaan teknis dan arsitekiur,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perencanaan teknis dan arsitekiur:
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

O

fungsinya,

Pasal 20

Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur dipimpin cleh seocrang Kepala. mempunyai

4.

1
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uraian tugas sebagai berikut -

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan Teknis dan
Arsitektur;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Seksi Perencanaan

Teknis dan Arsitektur;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penataan arsitekiur,
menyiapkan bahan perencanaan penataan dan pembangunan gedung negara,
melaksanakan perhitungan rencana biaya pembangunan gedung negara,
menyusun bahan pendataan bangunan gedung negara,

menyusun bahan penyelenggaraan bangunan dan arsitekiur;

melaksanakan koordinasi dengan seksi |ain;

menghimpun, mengalah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
Seksi Perencanaan Teknis dan Arsitektur;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan intemnal di lingkungan Seksi Perencanaan

Teknis dan Arsitektur;

[
mm




(1)

(2}

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan wugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kKarier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Seksi

Pembangunan, mempunyai fungsi :
perencanaan kegiatan urusan pembangunan gedung negara;

pelaksanaan urusan pembangunan gedung negara,
pembagian pelaksanaan tugas urusan pembangunan gedung negara.
pelaksanaan tugas lain yang diberkan ocleh atasan sesuai dengan tugas dan

0 flo e

fungsinya.

Pasal 22

Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.
b.

c.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan;
menyiapkan bahan penataan dan pembangunan gedung bangunan negara,

melaksanakan pembangunan gedung dan rumah negara;

|



(1)

(2)

melaksanakan pengelolaan bangunan gedung negara milik pemerintah daerah
yang tidak menjadi kewenangan SKFD tertentu.

menyiapkan dan melaksanakan pengadaan bangunan gedung dan ruman negara;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pembangunan;

menyusun bahan laporan aku rtabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pelaksanaan program  pengawasan internal  di lingkungan
Seksi Fembangunan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
katentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarsasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat beralan lancar,
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan meangembangkan

Karier;
melaporkan hasil pelaksanaan fugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan ocleh atasan.

Pasal 23

Seksi Perawatan Bangunan Megara mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan meangonirol urusan Pembangunan,
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perawatan Bangunan Negara, mempunyai fungsi :

a. persncanaan kegiatan urusan perawatan gedung negara,
b. pelaksanaan urusan perawatan gedung negara;

12
tas




¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan perawatan gedung negara,
d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 24

Seksi Perawatan Bangunan Negara mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seks| Perawatan;

melaksanakan pendataan dan program pemeliharaan bangunan dan rumah
negara,

menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan anggaran perawatan bangunan dan
rumah negara;

melaksanakan perawatan dan rehabilitasi bangunan dan rumah negara;
melaksanakan administrasi pelaksanaan perawatan dan rehabilitasi bangunan dan
ruman negara;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Perawatan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

menyusun pertanggungjawaban |aporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pelaksanaan program  pengawasan internal  di lingkungan
Seksi Perawatan;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal padoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan di fingrup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesua
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kefja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier;



(1)

{2}

(3}

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi
Pasal 25

Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh ssorang Kepala dan
mempunyai tugas pokok merencanakan pperasional, mengelola.
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
penyelenggaraan urusan bangunan umum dan pembinaan jasa konstruksi yang
meliputi pengukuran dan penelitian, penataan bangunan umum dan pembinaan

jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi, mempunyal fungsi

a. perencanaan operasional penyelenggaraan urusan bangunan umum dan
pembinaan jasa konstruksi.

b. pengelolaan urusan bangunan umum dan pembinaan jasa konstruksi,

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan urusan bangunan umum dan

pembinaan jasa konstruksi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ocleh atasan sesual dengan iLgas dan

fungsinya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bangunan Umum dan
Jasa Konstruksi, membawahkan |
a.  Seksi Pengukuran dan Penelitian.
b. Seksi Penataan Bangunan Umum.
c.  Seksi Bina Jasa Konstruksi.

Pasal 26

Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 26, mempunyai uraian tugas sebagai berkut




- - T

—

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Bangunan Umum dan Jasa
Konstruksi;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Bangunan Umum
dan Jasa Konstruksi,

menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk tekmis dalam pengukuran dan
penilaian,

menyusun konsep pelayanan teknis penaksiran dan penetapan nilai bangunan
negara sebagai bahan penghapusan bangunan,

menyelenggarakan pelayanan teknis penaksiran dan penetapan nilai bangunan
negara sebagai bahan penghapusan bangunan;

menyelenggarakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
menyelenggarakan gambar situasi bangunan;

menyelenggarakan Pengesahan Rencana Tapak {Site Plan};

menyelenggarakan rekomendasi /saran teknis ljin Mendirikan Bangunan:
menyelenggarakan rekomendasi ljin Usaha Jasa Kontruksi,

menyelenggarakan pengukuran atas tanah yang dipersiapkan untuk rencana

pempangunan;

menyelenggarakan Garis Sempadan Bangunan dan (Garis Sepadan Jalan;
menyelenggarakan pemeriksaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) untuk bangunan.

menyelenggarakan sertifikasi laik fungsi bangunan;

menyelenggarakan perielaan bangunan rusunawa, rusunami, -apartemen,
kondominium dan pusat perbelanjaan,

menyelenggarakan pemberian rekomendasi pendirian rumah susun, apartemen,
kondominium d.an pusat perbelanjaan;

menyelenggarakan pendataan bangunan umum,

menyusun bahan pengusulan penetapan kelembagaan bangunan gedung di
kabupaten;

menyusun bahan penetapan persyaratan administrasi dan tekmis untuk bangunan
gedung adat, semi permanen, darurat. dan bangunan gedung yang dibangun di
ickasi bencana:

menyusun bahan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan

bangunan gedung dan lingkungannya;

5
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menyusun bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungl dan dilestarikan yang berskala lokal.
menyelengaarakan penataan dan pemetaan bangunan untuk menentukan batas

witayah bangunan,
menyelenggarakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

menyelenggarakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah

kabupaten yang bersangkutan;
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah

kabupaten yang bersangkutan,
menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi,

menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
manyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruks!,
menyalenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Bangunan Umum dan Jasa
Konstruksi;

MEnyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Bangunan Umum dan Jasa Konstruksi;

mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
unan Umum dan

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Bang
Jasa Konstruksi;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Bangunan
Umum dan Jasa Konstruksi;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan  lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat bernalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

-y
|



PP

(1)

(2}

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.
Pasal 27

Seksi Pengukuran dan Penelitian mempunyai tugas pokok merencanaxkan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pengukuran dan

Fenelitian

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengukuran dan Penelitian, mempunyai fungsi ;

a. perencanaan kegiatan urusan pengukuran dan penelitian bangunan umum;

b. pelaksanaan urusan pengukuran dan penelitian bangunan umum;

¢. pambagian pelaksanaan tugas pengukuran dan penelitian bangunan umum;
d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pengukuran dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a.

b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengukuran dan Penelitian;
menyiapkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pengukuran
dan penilaian,

menyiapkan konsep pelayanan teknis penaksiran dan penstapan nilai bangunan
negara sebagai bahan penghapusan bangunan,

melaksanakan pelayanan teknis penaksiran dan penetapan nilai pangunan negara
sebagai bahan penghapusan bangunan,

melaksanakan pengukuran atas tanah yang dipersiapkan untuk rencana
pembangunan

menyiapkan gambar situasi bangunan,

Menyiapkan Pengasahan Rencana Tapak (Site Plan);

Menyiapkan pertelaan bangunan rusunawa, rusunami, apartemen, kondominium

dan pusat perbelanjaan;



Menyiapkan pemberian rekomendasi pendirian rumah susun. aparemen.
kondominium dan pusat perbelanjaan;

Menyiapkan pengukuran atas tanah yang dipersiapkan untuk rencana
pembangunan;

Menyiapkan Garis Sepadan Bangunan dan Garis Sepadan Jalan;

Menyiapkan pemeriksaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantal
Bangunan (KLB) untuk bangunan.

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengukuran dan Penelitian;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal diingkungan Seks| Pengukuran
dan Penelitian:

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan parundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan di lingkup

tugasnya seria mencarn alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tUgas

dapat berjalan iancar

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




(1)

(2}

Fazal 28

Seksi Penataan Bangunan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Penataan

Bangunan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Penataan Bangunan Umum, mempunyai fungsi ;

a. perancanaan kegiatan urusan Penataan Bangunan Umum,

b. pelaksanaan urusan Penataan Bangunan Umum;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Penataan Bangunan Umum;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 30

Seksi Penataan Bangunan Umum dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian

tugas sebagai berikut

a.

b
c.
a

menyiapkan Rekomendasi /Saran Teknis (SARTEK) Izin Mendirikan Bangunan;
menyiapkan bahan sertifikasi laik fungsi (SLF) bangunan:
menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Bangunan Umum;

melaksanakan pendataan bangunan umum;
menyiapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

menyiapkan bahan pengusulan penetapan kelembagaan bangunan gedung di
kabupaten; _

menyiapkan bahan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk
bangunan gedung adat semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang
dibangun di lokasi bencana;

menyiapkan bahan pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya;

menyiapkan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

melaksanakan penataan dan pemetaan bangunan untuk menentukan batas
wiayah bangunan;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain,
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menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Penataan Bangunan Umum;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
melaksanakan program  pengawasan  intemal di lingkungan Seksi Penataan
Bangunan Umum;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemacahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil keria bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karier

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Saksi Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Penataan Bangunan Umum, mempunyai fungsi :

a. persncanaan kegiatan urusan pembinaan jasa konstruksi,

b. pelaksanaan urusan pembinaan jasa konstruksi;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan jasa konstruksi,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya




Pasal 32

Seksl Bina Jasa Konstruksi dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai benkut ;

o @ = o
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menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Bina Jasa Konstruksi;
melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan,
melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruks! calam wilayah

kabupaten yang bersangkutan;
melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah

kabupaten yang bersangkutan;

menyiapkan rekomendasi [jin Usaha Jasa Kontruksi;

menyiapkan kartu penanggung jawab teknis Badan Usaha,

melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi:
melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi:

melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain:

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Seksi Bina Jasa Konstruksi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

internal  di lingkungan Seksi Bina Jasa

melaksanakan program  pengawasan

Konstruksi,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan WQas,

mamberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan di ingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada hawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas sasual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar,
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menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengambangkan
karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 33

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin olen seorang Kepala dan
mempunyai  tugas  pokok merencanakan  operasional, mengelola,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pengawasan dan pengendalian bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai fungsi .

a. perencanaan operasional urusan pengawasan dan pengendalian bangunan;

b, pengelolaan urusan pengawasan dan pengendalian bangunan yang meliputi
pengawasan kelaikan, pelayanan pengaduan dan sengketa serta penertiban

bangunan.
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengawasan dan pengendalian

bangunan,
d. pelaksanaan tugas jain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Bidang Pengawasan dan

Pengendalian membawahkan !

a  Seksi Pengawasan Kelaikan;

b. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa; dan
¢ Seksi Penertiban Bangunan,

FPasal 34

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagal
berikut :

=T
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menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengawasan dan
Pengendalian;
menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengawasan dan

Pengendalian;

menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan
umum dan bangunan negara,

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kelayakan
bangunan,

menyelengarakan pelaksanaan pengawasan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBLY;

menyelenggarakan pengendalian tata letak bangunan, struktur dan teknik
arsitekiur bangunan;

menyelenggarakan penyuluhan penyelenggaraan bangunan umum kepada
masyarakat:

menyelenggarakan penelitian keberatan, perselisihan dan sengketa bangunan,
menyelenggarakan pengusutan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga

tidak memiliki IMB dan IPB serta bangunan-pangunan yang tidak sesual dengan

peruntukan tanah dan bangunan,

menyimpulkan hasil pengusutan dan memberikan rekomendasi bagi bangunan-

bangunan yang akan ditertibkan:

menyelenggarakan pengelolaan data bangunan sesuai jenisnya untuk mengetahul
perkembangannya;

memberikan teguran/penngatan terhadap pelanggaran ketentuan secara tertulis

atau hisan,

menyusun bahan pelaksanaan pengawasan lerhadap penerapan peraturan
tentang penataan bangunan;

menyelenggarakan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang
beriaku;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian:



a4,
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(2)

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Pengawasan dan
Pengendalian,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pengawasan dan
Pengenaalian;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Pengawasan dan Pengendalian;

mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan
Pengendalian,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Pengawasan
dan Pengendalian;

memberikan saran dan pertmbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan  lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas

dapat berjalan lancar.
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Pasal 35

Seksi Pengawasan Kelaikan mempunyal 1ugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pengawasan Kelaikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayal (1), Seksi
Pengawasan Kelaikan, mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan Pengawasan Kelalkan;

b, pelaksanaan urusan Pengawasan Kelaikan;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengawasan Kelaikan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasal 36

Seksi Pengawasan Kelaikan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian fugas

sebagai berikut :

a
.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan Kelaikan:
melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi bangunan umum

dan bangunan nagara,

menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kelayakan
bangunan;

menylapkan pelaksanaan pengawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL):

melaksanakan pengendalian tata letak bangunan, struktur dan teknik arsitektur
bangunan,

melaksanakan penyuluhan  penyelenggaraan  bangunan umum  kepada
masyarakat,

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengawasan Kelaikan:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pengawasan Kelaikan,

mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari afternatif pemecanhannya:

membag tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;



(1)

(2]

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangkan
karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontral urusan
Pelayanan Pengaduan dan Sengketa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pelayanan Pengaduan dan Sengketa, mempunyai fungsi :

a  persncanaan kegiatan urusan Pelayanan Pengaduan dan Sengketa)

b. pelaksanaan urusan Pelayanan Pengaduan dan Sengketa;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pelayanan Pengaduan dan Sengketa;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan Pengaduan dan
Sengketa;
melaksanakan penelitian keberatan, perselisinan dan sengketa bangunan,

melaksanakan pengusutan terhadap bangunan yang didirikan dan diduga tidak
memiliki IMB dan IPB serta bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan
peruntukan tanah dan bangunan;

menyimpulkan hasil pengusutan dan memberikan rekomendasi bagi bangunan-
bangunan yang akan ditertiokan;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pelayanan Pengaduan dan Sengketa;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;



h  menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

| melaksanakan program  pengawasan  internal  di lingkungan Seksi Pelayanan
Pengaduan dan Sengketa,

| mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
wetentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.

| melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
fugasnya serna mencari alternatif pemecahannya,

m. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan kstentuan yang berlaku:

n.  membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

o. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier:

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

(1) Seksi Peneriban Bangunan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan penartiban bangunan.
(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

" Panertiban Bangunan, mempunyai fungsi :

a.  perencanaan kegiatan urusan penertiban bangunan,

b. peilaksanaan urusan penertiban bangunan;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan penertiban bangunan,

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Pasal 40

Seksi Penertiban Bangunan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyal uraian tugas
sebagal berikut :




o

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penertiban Bangunan.
mengelola data bangunan sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya;
memberikan teguran/peringatan terhadap pelanggaran ketentuan secara tertulis

atau lisan;
menylapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan peraturan

tentang penataan bangunan;
melaksanakan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang bariaku;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain:

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Penertiban Bangunan:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Seksi Penertiban
Bangunan,

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal padoman
datam pelaksanaan tugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan altern atif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanzan wgas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjgnjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf &
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagal kelompok sesuai bidang keanliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan

dan beban kerjanya

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesual peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh para Kepala
Bidang. para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut

bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi.
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan
memberikan bimbingan sena petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 43

(1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

(2} Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab

dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

{3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

retentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 44

(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan

BAB V
KEPEGAWAIAN

Fasal 45

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sekretans Daerah.

(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesual peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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(3 Kspals Dinas wajb memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pecawai bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kstertuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 46

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekas:.

BAE VI
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 47
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenal teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 48
Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 71 Besember 2014

% BUPATI BEKASI /ﬁ
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